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PUTUSAN
Nomor 1779 K/Pid.Sus/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG
memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan

oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

N ama :AGUS MAWARDY;

Tempat Lahir : Bima;

Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/24 Agustus 1985;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal :Jalan Durian Nomor 6 RT 008 RW 003,
Kelurahan Rabangodu Utara,

Kecamatan Raba, Kota Bima;
Agama . Islam;
Pekerjaan : Pimred Media Online Metro Mini;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima
karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu Perbuatan Terdakwa diatur
dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 45 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Raba Bima tanggal 02 Maret 2020 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS MAWARDI bersalah melakukan tindak
pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau
mentrasmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik
dan/atau dokumen elektronik yang memiliiki muatan penghinaan dan/atau

pencemaran nama baik”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3)
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sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik juncto Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS MAWARDI dengan pidana

penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- Dokumen elektronik berupa screnshoot akun facebook Bima Mawardi;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor
401/Pid.Sus/2019/PN Rbi, tanggal 13 April 2020 yang amar lengkapnya
sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS MAWARDY, telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa
hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik
yang memiliki muatan pencemaran nama baik”, sebagaimana dalam
Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Dokumen elektronik berupa screenshot akun facebook Bima Mawardy;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
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Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 34/PID.SUS/
2020/PT MTR. tanggal 22 Juni 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding yang diajukan Terdakwa;

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 13 April 2020
Nomor 401/Pid.Sus.2019/PN Rbi;

3. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan kepada
Terdakwa yang dalam peradilan tingkat ditentukan sejumlah Rp5.000,00
(lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 401/Pid.Sus/2019/PN Rbi
yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Raba Bima, yang
menerangkan bahwa pada tanggal 09 Juli 2020 Terdakwa mengajukan
permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Juli 2020 dari Terdakwa tersebut
sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Raba Bima pada tanggal 30 Juli 2020;

Membaca Akta Terlambat Menyerahkan Memori Kasasi Nomor
401/Pid.Sus/2020/PN Rbi tanggal 30 Juli 2020 dari Pemohon Kasasi/Terdakwa
yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Raba Bima;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut telah
diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Juli 2020 dan Terdakwa
tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Juli 2020 akan tetapi
Terdakwa terlambat mengajukan memori kasasi sesuai dengan Akta Terlambat
Menyerahkan Memori Kasasi Nomor 401/Pid.Sus/2020/PN Rbi tanggal 30 Juli
2020, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 248 Ayat (1) Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) oleh
karena itu berdasar Pasal 248 Ayat (4) KUHAP (Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981) sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi Penuntut
Umum gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus
dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Terdakwa
tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dinyatakan

bersalah dan dihukum maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;
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Mengingat Pasal 248 Ayat (4) KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan;

MENGADILI:
— Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon
Kasasi/Terdakwa AGUS MAWARDY, tersebut;
— Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada
tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada
hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung
yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.
Desnayeti M., S.H., M.H. dan Soesilo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung
sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang
dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.,
M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan

Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd./ ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H. Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.
ttd./

Soesilo, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,
ttd./
Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.
Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus
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